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IDEOLOGI GENDER
DAN POLITIK KEKUATAN AGAMA
DI INDONESIA KONTEMPORER

Sitt Svernsiyartun

' adal uluan

Keadilan dan ideolog) gender telah menjadi Konsep-konsep
pang mengeuncang pondasi praktk-praktik lama relasi-relasi
antara laki-laki dan perempuan, dan hubungan sosial dalam banyak
arakat di seluruh dunia untuk berbagai alasan, vang bisa
L erbeda dart satu tempat dan tempat lainnya, dan dari waktu
ke wakiu. Di Indonesia, vang dihumi oleh sekitar duaratus juta
umat Muslim, ideologi dan prakiik gender telah ditantang oleh
. pihak, dari pemerintah, NGO atau LSM sampai ke para

pemimpin agama dan orang awam, sebagian karena banyak pihak
bery endapat bahwa gender merupakan sebuah konsep asing (yaitu
konsep Barat) karenanya tidak cocok bagi orang-orang dan umat
Muslim di Indonesia (Svamsiyatun 2007),

'- ﬁﬂain menolak penggunaan kerangka kerja gender, sebagaima-
nadiperlihatkan oleh sejumlah kelompok sosial, Indonesia sebagai
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sebuah bangsa yang telah mengembangkan Undang-Undang
Dasar dengan visi vang kuat pada keadilan dan kesetaraan gender,
dan telah seeara resmn meralifikast banyak instrumen hukum
untuk penerapan keadilan dan kesetaraan, seperti Convention o
the Elimination of all Forms of Discrimination against Women
{CEDAW ), Human Rights Law (Hak Asasi Manusia ), Millenniu
Development Goals (MDGs), dan pengarusutamaan gender, Di
samping komitmen pada keadilan gender, ketidakadilan dan
kettimpangan gender masih saja dapat duemukan dalam hun}f___
aturan negara, hukum serta praktik-praktik sosial: dalam isu-isy
keluarga, hak-hak reproduks dan kesehatan serta institusi-institusi
agama, vang akan menjadi tulang punggung bagi diskusi analisis
kita. _
Konstrukss kenyataan sosial dan lak-laki dan perempuan’
di Indonesia tidak diragukan lagi dipengaruhi bukan saja oleli
kebijakan publik formal dan hukum-hukum yang diberlakukan
oleh negara melalui hukum positit namun juga oleh nilai-nilag,
soaial, norma-norma agama, dan hukom adat yang ditegakkin oleh
komunitas-komunitas, Berbagai kekuoatan dan nilai-nilai ideologis
berkompetist di ruang-ruang publik untuk mempengaruhi deba
publik vang melingkupi aturan-aturan umum vang membantuk
kehidupan sosial warga negara Indonesia. Kaum perempuan
[ndonesia telah mengambil peran aktil dalam debar publik
semacam it untuk menyuarakan kepedulian, pengalaman dan
harapan perempuan sejak akhir era kolonial. Satu contoh yang
diravakan adalah mereka mengatur apa yvang kemudian dikeng -
sebagai Konggres Perempuan Indonesia Pertama pada Desember
1925, Dalam Kenggres ini, Kaum perempuan Indonesii meletakkan
kasus poligami dan permkahan dinit di atas meja bersama dengan

hak-hak perempuan untuk pendidikan dan pekerjaan, Hampir
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seratus tahun kemudian dari Kongeres Perempuan Indonesia
n kedua 1su yaitu poligami dan pernikahan dini masth
rgap sebagai 1su yang panas saal itu, sehagaimana kami akan
temp erlihatkan dalam diskusi kita,

_ engapa jauh lebih sulit untuk mempromosikan refasi gender
dng setara dalam pernikahan darnpada dalam pendidikan dan

endidikan dan pekerjaan public, dulu hingga sekarang. Namun
emikian, sangatl sedikit perubahan dalam isu-isu pernikahan dan

BB

epemimpinan dari institusi-institusi agama,

‘Sehingga, penelitian ini melihat lebih dekat pada kompleksitas
semacam itu, keterkaitan yang mempengaruhi agama, gender,
ertd identitas penting lainnya dalam membayangkan dan
mengkonstruksi peraturan-peraturan umum dan praktk-praktik
¢ menyangkut pernikahan, hak-hak reproduksi dan keschatan
#erta kepemimpinan keagamaan bagi warga negara Indonesia.
Ferkawinan—cinta dan hubungan suami istri, laki-laki dan
sperempuan, bukanlah urusan individu—karena merupakan urusan
' badi dan publik, Perkawinan merupakan urusan publik karena

kan hanya diatur oleh hukum nasional namun juga oleh institusi-
Anstitusi keagamaan di mana semua pihak yang terlibat saling
erhubung. Negara dan institusi-institusi keagamaan mengambil

petan penting dalam mengatur urusan-urusan perkawinan bagi

:-. pirgi negara Indonesia.

‘Pitambah lagi, isu-1su Keluarga Berencana (KB) dengan
urusan utamanya adalah keschatan dan hak reproduksi selama
‘bertabun-tahun telah diputuskan oleh negara dan institusi-institusi

e

keagamaan, yang kebanyakan diwakili oleh luki-laki. Sejak awal

5

:



54 Agaie, Gender, dan ldentinas

1970an, gagasan program KB telah terasosiasi dengan upayés

upava yang menvasar kaum perempuan muda untuk mengurangi

angka kehamilan dan anak. Kaum ibu muda menjadi targel dan
dipaksa untuk memakar alat-alat kontrasepsi dalam twbuhnya tanp;

meminta perselujuan mereka. tanpa mummhang-ul.‘ihnl-aklh"
yang mungkin terjadi. Hak-hak dan kesehatan reproduksi kaum
perempuan telah diabaikan dalam paradigma dan pendekatan:
yang demikian, Artikel ini membawa isu-isu KB Ke dalam konteks®
vang lebih luas sebagaimana disarankan oleh sejumlah aktivis®
dan akademisi gender vang berpartisipasi dalam Focused Growg

Discussions (FGDs), bukan hanva untuk meningkatkan hak-hak

dan kesehatan reproduksi perempuan namun juga untuk menjagd:

kualitas hidup warga negara Indonesia dengan mengaitkan
program KB ke isu-isu sosial sepertt demografi, pelayanan publik,
dan lingkungan yang lestan.

Penelitian pada implementasi kebijakan-kehjakan gender ya
terkait dengan hukum keluarga dan KB menunjukkan indikasi p: =—!:;_-_.
hagaimana pemerintih Indenesia dan masyarakat membayangka
dan membangun peran gender, kesetaraan dan keadilan gcndﬂr di-
dalam kerangka Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang
menghormatt adat lokal dan etika-etika, serta ajaran keagamaan,
Untuk alasan tersebut, penelitian imi menuliki empat tujuan besar,
|. Untuk mengeksplorasi tanggapan-tanggapan dan penilaiag

publik terhadap relevansi kebijakan negara pada hukum

keluarga dan KB, sebagaimana terhadap kepemimpinai
perempuan dalam mstitusi-institusi keagamaan.

2, Untuk mengembangkan pandangan-pandangan baru dari
lapangan di berbagai wilavah berbeda untuk menvarankam
perubahan terhadap keadilan gender dan kesetaraan hubungan’
bagi laki-laki dan perempuan untuk mengakses, berpartisipasi,
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mendapat manfaat dari kebijakan pemerintah.

Untuk memberikan sebuah ruang diskusi bagi hasil penelitian
dan memajukan penelitian inter-disipliner,

Untuk menguji kerangka normatif di bidang agama dan gender
sebuah pandangan untuk membuat rekomendasi-
rekomendasi kebijukan.

Artikel ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama diperun-
k i sebagai pengenalan latar belakang studi ini, teori-teori vang
‘ pakan untuk menganalisis data, serta metodologi pengumpulan
analisis data. Bagion kedua menyasar pertanyaan mengenai
n-agen kontemporer yang berdebat, berbagai politik kekuatan
gama yang saling mempengaruhi pada debat bagian-bagian
an bab-bab darn UU Perkawinan No, 1/1974. Bagian ketiga
fiekanan isu-isu yang terkait hak-hak dan keschatan reproduksi
ﬁangkat_ yvang menghubungkan kensep dan persepsi atas
buh perempuan-laki-laki dan ketahanan nasional. Bagian
empat menyorot debat dalam institusi-institusi keagamaan atas
kepemimpinan dan kekuasaan, dan bagaimana kedua konsep ini
pahami serta digunakan oleh banyak agen untuk mempromosikan
..._f_.;-,:. membatasi kepemimpinan,

erangka Teori

-..”; teori utama dari ilmu sosial dan studi gender akan
kan untuk menganalisis temuan-temuan dari tga FGD dan
nelitian dokumen. Charles Taylor (2003) mengatakan bahwa
Majinasi-imajinasi sosial terdiri imajinasi sosial atas apa yang
nggap bagus, aturan moral yang cocok dari suatu masyarakat
fleniu, yang dengannya orang-orang dalam komunitas 1t

K
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mengarahkan dan mengadaptasikan hidup mereka untuk
menyvesuaikan dengan imajinasi-imajinasi tersebut. Mengikut
pendapar Tavlor (2003) tentang imajinasi-imajinasi sosial, dapat
disimpulkan bahwa keberadaan imajinasi sosial yang baru dalam
sebuah masyarakat tertentu akan segera memicu perubahans
perubahan sosial atau transformasi, untuk mengadopsi dan
menvesuaikan pada imajinasi sosial baru dar sebuah masyarakat
vang baik. Perubahan-perubahan semacam itu diterapkan melalui
aplikast hukum dan aturan-aturan baru, yvang meminta sel ih
warga negara untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan
vang ada, Ini merupakan salah satu dari teori strukturalis mengenai
perubahan-perubahan sosial. Indonesia sebagai sebuah negara
mengadopsi teron tersebul. sebagaimina akan kita lthat nanti,
Perubahan-perubahan dan transtormasi sesial yang lerjadi
Indonesia merupakan hasil dari imajinasi sosial yang tersebar lugs
dan diamini mengenar apa syarat masyarakat yang baik, sebuah
negara yang baik, orang Indonesia yang baik: dan karenanyd
setiap sumber dayva negara akan diarahkan untuk memfasilitass
dan mengimplementasi imajinasi sosial semacam 1. Imaji asi
sostal dari masyarakat atau negara tertentu dipengaruhi oleh
banyak faktor: budaya, agama. pendidikan, palitik, ekonomi
lainnya; mereka mungkin juga menyasar isu-isu gender, ekonomi;
lingkungan, politik, ketahanan, dan masih banyak lagi. Namung
terdapat banyak variasi cara transformasi sosial dan gender yang
demikian 1w terjadi sepanjang wikiu dan tempat; menuju ke o -:*-'!
yang mana, dan oleh kekuatan apa, serta agen yang mani.
Negara-negara modern di duma saat ini telah mengadopsi dan
mengembanghan imajinasi-imajinasi sosial mengenai kebangsaan

dan kewarganegaraan: satu negara mengagunghkan kebebasun
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pmunal lebih penting daripada hak-hak individu. Banyak negara

angkan bahwa pemerintahan demokrasi lebih baik
da otoriter; sementara yang lainnyva percaya sebaliknya.
inasi-imajinasi sosial juga berhubungan dengan isu-isu
der, mereka mempengaruhi cara-cara sebuah masyarakat
fitan sebuah negara mendudukkan status gender dan peran-peran
giider kepada para anggota dan warganegaranya, laki-laki dan
mpuan, Maka dari itu, penelitian ini tertarik menvelidiki
usi-imajinasi sosial dan gender seperti apa yang dibangun
ang-ocrung Indonesia dan pemeritah dengan mengkaji isu-
inan dan reproduksi,

,5'- i teori-teorn sosial lainnva vang mungkin menamhbah
dasar dari imajinasi sosial untuk mendorong perubahan
transtormasi sosial; salah satunya adalah pendekatan

~ ral. Pendekatan struktural mengatakan bahwa perubahan
0 transformasi sosial, termasuk dalam perkawinan dan hak-
ik reproduksi dan keschatan, dapat diimplementasikan dengan
': il dengan melaksanakan dan mendorong struktur baru,
menciptakan norma-norma, aturan-aturan, dan UU baru,
in Bangsa-Banpsa (PBB) sebagai salah satu organisasi
bangsa global formal terbesar, sebagai contohnya, telah
idopsi pendekatan struktural untuk mendukung arah
i bagi transformasi sosial dan gender dengan merancang
! If'an*']:-f:tiunjian. aturan-aturan yang baru, konvensi-konvensi
vang mempengdruhi seluruh negara anggotanya,
Aplikasi-aplikasi vang baik dari pendekatan struktural untuk
gmpromosikan perubahan sosial dan transformasi peran gender
dalum ratifikas wagib oleh semua negara anggola
| b pada CEDAW, Beijing Platform for Action. MDGs, Teori

truki al bagi ransformai sosial dan peran gender berpangkal dar

T
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sebuah asumsi bahwa struktur sosial memang nvata, terbukti nyats
dan menentukan norma-norma dan perilaku bagi semua anggols

mias yarakat tersebut (Parsons 1937, Strukiur sosial termanifeskan

dengan jelus dalam orgamisasi-organisasi, mulai dart keluarga an
keluarga besar, pernikahan, hinghkungan atau desa, sampal pags
pemilihan kepemimpinan politik, dari pendidikan dan sekoli
ke manajemen sumber daya alam/ekonomi, Emile Durkheimy
menambahi pentingnya struktur social, bahwa agama, hal ving
paling suci bagi kebanyakan manusia, setara dengan masyarakat
Pada dasarnya semua ritual keagamaan maupun ritual komunad
serta aturan-atran dikembangkan untuk menjaga identitas dan
solidaritas klan atau masyarakat (lihat Durkheim 1912),

Namun demikian, wori-teori struktural ini telah dikritik oleh bis
nyak akademisi, terutama mereka dan bidang antropologt dan § di
gender. Studi-studi gender berkembang secara pasti dari gerakan
sosial feminis menjadi keilmuan feminis dan epistemologi (Harding
199 1). Teori-teort Parson dan Durkheim telah dikembanghan
dalam pandangan dunia androsentris (fokus pada laks-laki). yang
mrang peran-peran gender laki-lakt dalam masyarakat lebih urami
untuk menentukan semua norma dan kehidupan yang baik dan
masyarakat. Namun, siapa saja yang berada dalam struktur-struktus
sosial? Bukankah strukiur-strukiur sosial dikembangkan oleh
mdividu-individu? Siapa individu-individo m? Mengapa mereki
dapat berhasil memobilisasi dan memberikan pengaruh mereka
pada vang lainnva—mayoritas anggota dar masyarakat manap i
Kebanvakan akiivis femints berpeadapal bahwa pengetabuan dan
imu pengetahuan modern kita sangat bergantung dan mendukung
pengalaman-pengalaman dan logika penghakiman dan filsuf-fils
dan ilmuwan-ilmuwan laki-laki, Apa yang membangun pengetah an

dan ilmu pengetahuan yvang sesungguhnya sebenarnya dibangun
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eara sosiologis melalui debat. penilaian, penghakiman. analisis
Il sétengah umat manusia dan mengabaikan setengah lainnya
it Firestone 1970, Haraway 1988, dan Harding 1991 ).

ain banyaknya teori-teori gender dilontarkan oleh para
nisi, sebuah pertanyaan mendasar mengenai gender yang
L kita ajukan adalah sejauh mana jenis kelamin secara biologis
-perempuan) menentukan kemampuan lelaki dan perempuan
menjalankan peran-peran sosial dalam kehidupan mereka?
alam bukunya vang berjudul Biological Politics: Feminist and
nii-Feminist Perspectives (19%2) Janel Sayers menyatakan
ahwa secara tradisional ada tiga aliran tanggapan atas pertanyaan
ersebut: dua bertolak belakan g secara hiner dan satu lagi di
antatanya. Pada satu ujung. mereka yang percava pada delerminasi
pis—habwa jenis kelumin secara biologis menentukan
“'.-kema’impuan berperilaku leluki maupun perempuan untuk
elikukan kerja-kerja dan peran sosial di dalam kehidupan mere-
ementara pada ujung lainnya adalah mereka yang percaya
sahwi jenis kelamin secara biologis tidak ada hubungannya
digan kemampuan seorang lelaki maupun perempuan untuk
=:;"i~'-.-l peran-peran sosial. Kelompok i yakin bahwa laki-laki
uf perempuan dapat melakukan segalanya selama masyara-
pengizinkun dan memperbolehkan tindakan mereka; dengan
ain peran sosial dan sifat laki-laki dan perempuan, yang juga
Kenal sebagai peran gender, sepenuhnya dibangun secara sosial.
Kebanyakan feminis sclombang kedua dart Feminisme Liberal
ampai Radikal mendukung sikap ini (lihat Butler 199¢). Posisi
ket berady di antara kedua pendapat ekstrem ini, yang disebul
gl konstruksionisime bio-sosial; alam dan budaya memang
engaruhi dan menentukan peran-peran vang pantas bagi

aki-laki dan perempuan pada masvarakat manapun.

.
- -
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Metodologi

Pengumpulan data menggunakan beberapa metode: v
pertama adalah untuk mempelajari dan menguji doku
dokumen yang sesual dengan menyasar 15u-isu relevan yang
dihasilkan pemerintah, NGO, akademisi, orarg-orang
vang tersebar dalam berbagai bentuk seperti UL dan regulash
publik, buku-buku, artikel, laporan penelitian. dan npini-ﬁ
resmi. Saya menggunakan wawancara-wawancara dan FGD unh
mendapatkan penilaian serta opini-opini vang lebih koalitatif dar
imforman-informan terpilih yang memilikn pengetahuan mengen
isu-isu yang menjadi topik dar penclitian ini, seperti pegawdl
pemerintahan dalam urusan agama dan KB, akadernisi studi ge
dan smdi agama, pegiat gender, komisioner hak-nak perempuan
pembuat kebijakan dan analis kebijakan.

FGD dan wawancars dengan informan yang relevan cilak-
sanakan di Yogyakarta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan
Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kota-kota ini dipilih kares
heberapa alasan, praktis dan programatis, seperti mewakilis
lokalitas [Indonesia vang beragam, manajemen waktu untuk
pengumpulan data serta kesediaan responden dan dana. Yogyaks 1
dianggap sebagai sebuah miniatur dari Indonesia; di mana siapd
saja hampir dapat menemukan setiap suku dan agama yang adadi’
Indonesia di kota ini, Untuk menghindart Yogyakarta-sentris kami
juga melakukan FGD dan wawancara dengan informan-informan’
penting dar luar Jawa, yaitu di Banjarmasin dan Mataram.
Banjarmasin, ibukota Kalimantan Selatan merupakan prm'imi:
vang paling berkembang dan paling kaya, lronisnya wilayah i
memiliki tingkat pendidikan vang rendah serta amgka perceraan
dan pernikahan dini yang tinggs. Mataram, ibukota Nusa Tﬂnggmﬁ:
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mengalami kekerngan tap tahun dan konilik sosial vang
g terjuc, membuatnya menjadi salah satu wilayah termiskin
Hndonesia. Wilayah ini juga memiliki angka perceraian dan
iligami yang tinggi.

Analisis empiris akan digunakan sebagai alat untuk men-
mbatani diskusi teoritis dan pengejawantahan kebijakan dalam
ksistensi publiknya. Sebagai pertimbangan praktis, karena
niva peneliti tinggal di Yogyakarta, maka secara alam kami
elaksanakan penelitian dan mendapatkan mayoritas data dari area

et

vang hiasanya,
olitik Kekuatan Agama atas Perdebatan Perkawinan

H Perkawinan dapat dilihat sebagai sebuah cermin bagi
serdebatan berbagai agen dalam membavangkan dan mende-
.'I:_-?":-:hr: perkawinan, serta kehidupan keluarga. Banyak ke-
mpok yang berbeda di Indonesia dari laki-laki, perempuan,
5, politisi, keagamaan, sekuler, muda dan tua, telah meng-
kekuasan politik yang berbeda untuk mempengaruhi
n memenangkan dukungan dari orang-orang untuk membela,
i':.1'!1-1 dan memnggalkan UU Perkawinan. Argumen-
fgumen yang berkembang dari korpus teks suci agama dinjukan
Uk melawan mereka vang mendasarkan pada hak asasi
anusia vang sckuler; hasrat untuk menjaga kerukunan sosial
. vkom nal dengan anjuran untuk melindungi hak-hak individu,
O Ritas-komunitas keagamann dengan ima)inasi-imajinasi
i nilai-nilai mereka yang khusus, mencoba melindungi
. Cian perkawinan dari badai pandangan sekuler. Perdebatan
Eumen semacam tni dapat dilihat dan dianalisis dari temuan-
..':z_-.-=-:'= berikut ini,
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Terdapat berbagm prakiik perkawinan yang berbeda-bedad
Indonesia sebelum pemberlakuan UL Perkawinan No. /1974
beberapa orang berpendapat berdasar pada ajaran agama vang
dianut orang Indonesia, sementara lainnya berdasar pada hukun

=

adat. Kebanyakan umat Mushm melaksanakan perkawinan merekd
berdasar fikih klasik tahh hukum) yang diturunkan ke pada merg ”
dan difasilitasi oleh para pemimpin komunitas atau pemimpis
agama, yang dikenal dengan Pak Kaum atau Kiai di wilayah
Yogvakarta, Aspek-aspek administratil dan perkawinan semagan
itu dibuat sederhana, sebagaimana likih klasik menyatakan babwi
sehuah permkahan akan vahd ketika sudah memenuln pﬂl"&}'&l‘ﬂ!.
minimum, yaite kehadiran pengantin laki-laki dan peremp i
wali pengantin perempuan, dua orang saksi, mahar, dan ijab-kabul

Semua agama dan adat komunitas melihat pernikahan dan
o

tujuannya dengan penghormatan dan penghargaan yang tnggl
sehingga mereka telah mengembangkan ajaran tertentu un uk
menyikapi isu tersebut, serta menciptakan ritual yang I-:h";d_'
untuk meresmikan peristiwa suct itu, Karena sejarah yang berbeds
dart semua komunitas keagamaan dan adat, pernikahan telah
digunakan untuk berbagal tujuan demi melayant kepentingan ying
terus berkembang. vang mana kemungkinan tidak sejalan denggs
norma agami. Karenanya, kita telah melihat dan membaca narasi
tentang perkawinan yang diselenggarakan untuk membayar :1;'::-
uang vang besar, untuk menmkkan status sosial, untuk membang
persekutuan politik, untuk mengamankan sumber-sumber daya
ekonomi, dan sebagainya. E
Seorang perempuan terkenal yang berasal dari keluargd
bangsawan di Jawa, Raden Ajeng Kartini, di abad ke-19 menulis
hanvak surat untuk mengekspresikan keresahannya atas praktiks
prakuk perkawinan di kalangan umat Mushm Jawa. Dia sedih
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selih: perkawinan poligami avahnya, serta kendakmampuannya
tul menghindan nusibnya sendin karena juga harus menjalani
erkawinan policami dengan suaminya sendiri. sampai ajal
gnjempuinya. Poligami saat itu tersebar luas di nusantara dan
kukan oleh banyak kelompok etnis, suku dan komunitas-
unitas keagamaan. Dengan kata lain, laki-laki Muslim
kanlah satu-satunva golonpan yang mempraktikkan poligami
di Kepulauan ini. Namun demikian, karena keterbatasan ruang
igkup, saya hanya akan melihat poligami di kalangan komunitas-
munitas Muslim.

Pada sebagian besar abad ke-20. laki-laki Muslim tidak
tkonsultasi dengan istri pertamanya ketika mereka mengambil
Wl kedua, ketiga atau keempat. Banvak perempuan hanya
tahui Kalau mereka memiliki madu saat suaminya pulang
ibawa perempuan lain. Di lain kesempatan, perempuan lain
hui istri baru suaminya dari orang lain, banvak vang baru
engetabui di hari kematian suaminya ketika ada perempuan-
FEmpuan lain yang mendatanginya dengan menyatakan bahwa
i adalah istri-istri mendiang suaminya. Banyak persoalan
nflik sosial muncul karena perilaku perkawinan semacam
Bagai peristiwa keluarga atau komunal,

11 pertimbangkan efek negatif secara sosial dan psikologis
i perkawinan poligami yang dialami kaum perempuan dan
Hluarganya, tidak diragukan lagi jika aturan poligami menjadi
th satu yang disuarakan dengan keras dalam Konggres
mempuan Indonesia Pertama pada Desember 1928, Terlebih
irlemen juga menuntut bahwa pernikahan seharusnya diatur,
iR terdapat juga perkawinan yang dipaksakan terhadap gadis-
da. Saat 1w merupakan prakuk vang umum di kalangan

E
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orang-orang selama awal abad ke-20 di Indonesia untuk seges
menikahkan anak perempuan mereka begitu mereka mengi il

usta sembilan sampai duabelas tahun. Bagi banyak akeivi

semacam it bukanlah demi kepentingan terbaik untuk anak-ana

perempuan vang berpartisipasi dalam konggres i, kebiasag

perempuan, karena mereka belum cokup dewasa untuk menerim

tanggung jawab vang besar sehagai istri dan ibu, sementara hal inl

juga menjauhkan mereka dari mendapatkan pendidikan yang lebif

tnggl atau kemungkinan bekerja (Blackburn 2007),

Dituntut secara publik oleh kaum perempuan Ind[m

: sejak 1928, Undang-Undang Nasional pada Perkawinan bagd

dibertakukan tahun 1974, pada awal masa Presiden Subarts
i Membutulikan lebih dari empat dekade untuk menyimpulkan
' sebuah UL yang mengatur perkawinan. Banyak kelompok
perempuan yvang menyambul UU tersebut kKarena ellihim
perkawinan diatur juga, di antaranya, hal yang paling penting
i adalah pelarangan perkawinan anak di bawah umur, poligamt
dengan persetujuan, dan semua perkawinan harus didaftarkan
Sekelompok organisasi perempuan menganggap UL Perkawina
sebagar satu langkah penting untuk melindung) perempuoan das
paksaan untuk menikah muda, serta melindungi mereka dari
poligami tlegal oleh suami-suami mereka, UU Perkawinan jugs
memberikan stalus legal serta perlindungan bagi mereka dan
keturunan mereka. Namun, vang lain melihat ini dari p&rspﬂ.
yang berbeda; Kathryn Robinson berpendapat bahwa
Perhuwinan yung diberlakukan pada 1974 i memiliki sehualy
tujuan untuk menaikkan usia pernikahan orang Indonesia dalam:
rangka mengurangi perkembangan penduduk, dan membudl
program KB yang diumumbkan oleh presiden agar sukses flih.
Kathryn dalam Hooker dan Saikal 2004 dan Kathryn 2009},
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Akademisi lainnya menganggap UL Perkawinan hanya
buih alat legal untuk menghentikan pernikahan antaragama di
ira orang Indonesia, Perkawinan antaragama ndak dipandang
ghagai model yang ideal oleh kebanyakan kelompok keagamaan
'nﬂsia. meskipun tingkat ketidaksetujuannya bervarasi.
Kawinan antaragama dianggap telah mempengaruhi angka
gistik para pengikut agama-agama. yvang mana dalam banyak
mencerminkan alokasi sumber daya negara. Argumen-argumen
Ldiangkat oleh para akademisi yang berpartisipast dalam FDG
akarta karena UT imi diumumkan hanva beberapa tahun
Slah konversi massal umat Muslim ke Kristen setelah kudeta
grdarah yang diprovokasi oleh Partai Komunis Indonesia dan
fliter, Namun vang lainnya, melihat UU Perkawinan sebagai
Jaga yang legal untuk menjaga perkawinan orang Indonesia
_ arga dari di-sekulerkan.
' elah beberapa dekade diterapkan (1974-2015), UU
tkawinan kembali diperdebatkan publik dengan panas pada
gantian milenium. UU Perkawinan, dikonsepkan pada awal era
fiden Suharto, saat ini dilihat oleh beberapa kelompok sebagai
-‘_:__;:;.v. an zamuan, serta butuh direvisi karena tidak lagr cocok
a situasi kontemporer perempuan dan laki-laki Indonesia,
angan mercka atas keluarga masa kini. Di Lain pihak,
b kelompok-kelompok yang melihat UL Perkawinan sebagai
I di mana orang Indonesia, terutama nilai-nilai [slam
. awinan dan keluarga dilindungi. Diskusi Kita selanjutnya
ekankan pada debat dalam FGD di tiga wilayah di Indonesia,
igvakarta, Banjarmasin dan Mataram, serta artikel-artikel yang
i dalam jurnal-jurnal dan surat kabar lokal.
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Undang-Undang Perkawinan yang Tidak Ramah
Gender

UL Perkawinan mungkim juga menunjukkan arah perjuang
kaum perempuan Indonesia untuk kesetaraan, Setelah suk
membunt semua perkawinan didaftar, mendorong baras
bagi laki-laki dan perempuan yang akan memasuki pernikaha
serta mengatur poligami, banyak perempuian berharap ba
semangat mereka atas kemajuan yang diperlihatkan oleh
seharusnya berlanjut. Minp dengan karakter UL vang lain, banyik
orang, kebanyakan aktivis perempuan dan kelompok-kelompok
keagamaan progresit melihar UU Perkawinan tertinggal dae

kondisi-kondisi sosial masa kini.

Ketika diberlakukan tabun 1974, Ul ini meloloskag
beberapa tuntutan kaum perempuan seperti pendaftaran
perkawinan, pengurangan pernikahan dini, rnﬁnnga
poligami; namun setelah empat pulub tahun diterapkan, Ul
ini telah gagal mengejar situasi masa kini dari warga negae
Indonesa, Dalam sepulub tabun terakhir, UL Perkawinan ih
dikecam karena dianggap tidak responsif terhadap kesetaraan
gender dalam kehidupan sehari-hari pada kebanyakan
masyarakat [ndonesia. Beberapa bab di dalam UL ini dikritiE
sebagal bias gender dan bertentangan dengan kebebasan
beragama oleh berbagai kelompok di masyarakat Indonesid
seperti organisasi-organisasi perempuan, organisasi-organisus
keschatan, institusi-institust hukum, beberapa pemimpin
agama, serta para aktivis. Satu contohnya, di mana ka '
laki-taki Mushim bisa memiliki lebih dari satu istri dalam
kondisi tertentu, Namun, kondisi-kondisi vang dinyatakan ini
mewadahi kepentingan kaum laki-laki daripada kepentingan




.' uh anggota keluarga, pada seluruh perempuan dan anak-
L'"LT Perkawinan jelas-jelas mengutamakan kepentingan
m laki-laki, ™
Kebanyakan responden kami vang merupakan aktivis gender
im ketiga FGD mengekspresikan kekhawatiran mereka tentang
_-_n}'a merevisi beberapa bab di dalam UU Perkawinan
ffﬂEﬂ}fEEImikﬂﬂ dengan situasi masa kini di masyarakat
donesia. ! Sejulan dengan kritik para aktivis, Yayvasan Kesehatan
pempuan berpendapat bahwa UL Perkawinan perlu direvisi
sudah tidak lagi sejalan denga produk hukum lainnya, dan
ak sesuai dengan situast kehidupan laki-laki dan perempuan
"eﬁia masa kini. Yayasan ini menantang UL Perkawinan
an argumen bahwa aturan ini melanggar UU Perlindungan
tﬂhun 2002, UU Kesehatan tahun 2009 dan beberapa UL
anya. Hal ini karena UU Perkawinan memperbolehkan anak
gan untuk menikah pada usia senambelas, sementara UU
erlindungan Anak tahun 2002 mensvaratkan usia pura gadis untuk
kah setidaknya delapanbelas tahun. Dengan kata lain, UU
awinan kontradiktif dengan UL kiinnya, jika UL Perkawinan
mperbolehkan gadis untuk menikah pada usia senambelas tahun
dianggap pernikahan di bawah umur dan tidak patub hukum di
wwah UL Perlindungan Anak 2002, Terdapat 22,000 kasus anak
gtempuan menikah antara usia sepuluh dan empatbelas yang
upakan (1.2% dari populasi, dan kasus-kasus perkawinan anak

v 1,.'!.

Brempuan usia limabelas dan sembilanbelas ada 11,7%. Menurut

: waty Wardany, “Mamiage Law Considered us Legalizng Polygany.”

lam Jakarrg Pose (December 22, 20088, Lihat hiepedOwsewcthe pakarta-
0 .-- seorndnewsd 2000 202 marmpee - low vonsidered -legaliamp-polvaamy
chiml, Digkses pads 1O Oktober 2004

'ﬂ'ﬂru-.‘krip FGIY i Yoeyakarta, Banjarmasin dan Mataran
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Yavasun i, pernikahan dimi membahavakan kesehatan para iy

muda dan bavi-bayi mereka seperti menyebabkan kegug

kelahiran prematur, serta kelahiran kurang berat badan. ™

Dalam FGD di tiga wilayah, Yogvakarta, Banjarmasin =--'
LLombok. kami juga menemukan kritik yang serupa, b
UU Perkawinan tidak ramah gender. UU ini memberikas
kesempatan bagi kaum laki-laki untuk melakukan pelecehan
kekuasaan terhadap gadis-gadis muda di bawab umur, dag
terhadap kaum perempuan vang mengalami ketidaksuburan
Sejumlah responden juga mempertanyakan lebih lanjut bah Wi
memperbolehkan perkawinan anak. ada sebuah mekanisme yang
bahkin mengijinkan perkawinan para gadis di bawah enambelis
tahun, buhwa ity dilakukan dengan mengajukan dispensasi. Le -—ﬂ::_
parahnya, tidak ada ketentutan untuk menghukum orang-orang
vang terhibat dalam pelanggaran hukum i contohnya [
ayih menikahkan anak perempuannya vang masih di bawah umug
memaksakan anak perempuannya pada laka-laki yang tidak disukd
anaknya; seorang avah menikahkan anak perempuannya tang
tercatat dalam pendaftaran negara; seorang suami mengambil iste
lagi tanpa persetujuan istri pertama, dan sebagainya.™

Namun, dalam FGD teatama di Banjarmasin dan Mataram, Ka=
mimenemukan angka yang signifikan dan mereka yang mendukung:
sekali UL ini. Banyak pemimpin agama—laki-laki dan (sedikith
perempuan—idi Banjarmasin menolak revisi UL 1. Kebanya an

dart mercka membela UL ini, terutama dalam hal batasan usia -r:.:;'-

12 NGO mengajukan tnun veeivial review terhadap UL Perkawiman®S
Dialam dekarta Posi (5 Maret 201040 Lahat: hitpffwoww. thejakartaposteomts
news! 20140305 mgo- files-judicial- review-agamast-marriage- low, hitml
[Hakses 10 Okwber 2014

13 Respomden vang lendenttikass dalam FGLD

I R
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ho hkannya poligami. Mereka mengembangkan argumen
asarkan fikih Islam klasik (kebanyakan disusun pada abad
0 sampai abad ke-12 di wilayah vang dikenal sebagai Timur
gih), serta tidak menuntut usia minimum, Argumen lain
__--‘i~"!-'-'- bahwa negara tidak seharusnya memaksakan
L H dengan harapan menghindarn seks bebas. Menurut
pnhgaml merupakan bagian dan ajaran Islam, sehingga
___';_T-u.:- skannya dari UL Perkawinan akan menghapus jejak
W Argumen kedua terakhir segera ditentang oleh banyak
akademisi yvang berpartisipasi dalam FGD sebagai
ﬂahkan makna dan tujuan pernikahan™ hanya sebatas
legitimasi kegiatan seksual. dan tidak menghormati institusi
vinan sebagal inithagan ghalidha (ikatan yang Kuat) serta
1 menuruti hawa nafsu agar dapat segera tersalurkan,
pal:la Kaum laki-lak:, ™

Ketiga lokasi di mana FGD dilakukan, MASINZ-Masing me-
liki karakter sosial dan ekonomi yang spesifik dan menarik
g kami coba hubungkan melalui debat tentang isu-isu gender
‘ Perkawinan, Kota Yogvakarta telah memperhihatkan
--m.-- . Secara sosiologi, ketika kota int menikmati
didikan lmg 1 yang tersebar luas dan terpapar pengetahuan,
per duduk.njeu merupakan orang-orang yang paling bahagia
ndonesia, disamping pendapatan yang rendah; kota ini
'i_%HETupakan wilayah termiskin di Indonesia, Banjarmasin
an tbukota Kalimantan Scelatan. yvang merupakan lima
‘_.'.ﬂﬂ}fﬂh terkaya di Indonesia. Namun, tingkat pendidikannya
ing rendah di Indonesia, dan denpan angka pernikahan dini dan
rai yang tinggi. Mataram adalah ibukota Nusa Tenggara

1p dann responden vang tendentiikast dalam BGD,

649
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Barat, dengan angka pereerian dan poligami vang tinggi.
Undang-Undang Perkawinan yang Bias Agama

Dalam ketiga FGIY, hanya sedikit peserta yang menganghi

perfanyaan mengena kebijakan negara dalam membuat pe

tidak keberatan dengan pasangan yang menikah seharusnya sat
agama. Persoalan vang diangkat kebanyakan berhubungan de
ngan dukungan admimistras) dar agama dan pada perkawing
antaragama. Karena se¢jauh inl negara hanya memfasilita
perkawinan yang seagama bagi keenam agama terbesar yan
dianut orang-orang Indonesia, yaitu: Islam, Krislt:nf]}rmr:_
Katolik, Hindui, Buddha, dan Konghueu. ™ Jadi, pertanyas
pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana perkawi
dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan praktik-p
kepercavaan lokal, atau di luar keenam agama besar? Bagaimn

perkawinan semacam u didaftar? Responden FGD yang 1
menghritik UL karena membuat perkawinan antaragama menjad
tidak mungkin, secara administrasi, UU hanva mendukung i_jl
mendorong perkawinan seagama.™

Kritik-kritik mengenai sikap keagamaan yang bias atas UE
Perkawinan, juga diekspresikan oleh sejumlah orang melald
media massa, Albertus Andhika, dalam artikelnya, nwngﬂlﬂkﬂn'__
im seharusnya adil bagi semua warga negara, dan tidak bias secar
agama. Pasangan berbeda agama harus menghadapi tantangal
ketegangan, dan persoalan-persealan dar keluarga maupd

komunitas-komunitas keagamaan mereka, Karena itu, negas

15 Keenwm agamw adalnh vang dinyatakan dalsm UL Pelecehan Asama
PRPS1965 (Edigaor)

My Trankrip daed vesponden vang teridentifikas i FOD
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5 menghormati pilihan pasangan untuk menikahi orang yang
agama. UL Perkawinan seharusnya netral dan ditujukan
olong mercka di mana institusi-imstiusr keagamaan
lakukannya. Sang penulis mengatakan bahwa perkawinan
ma seharusnya dapat diakses oleh semua warga Indonesia:

radilan dan kesetaraan tidak termasuk memaksa
agau' pindah agama untuk dapat menikahi orang yang
g cintal. Mengizinkan perkawinan antaragama tidak
bahwa pernikahan dan budaya di Indonesia tdak lagi
emiliki pondasi agama. Pada kenyataannya, mengijinkan
ing untuk mengikun kepercavaannya, bahkan ketika
enikahi orang vang berbeda agama, akan memperkuat
| inan mereka.”
B Perkawinan baru-baru im diuji lagr oleh lima mahasiswa
18 Hukum Universitas Indonesia, Mereka berpendapal
wa UU ini kontradiknif dengan Pasal 28e UUD 19435, yang
_ in “kebebasan setiap warga negara untuk memihih dan
@nul agama”, Menurut para mahasiswa ini, perkawinan
gama sudah menghadapl banvak rintangan dan stigma
Kelparga maupun masyarakat, Dalam menanggap kelima
hasiswa ini, hakim yang bernama Anel Hidavat mengingatkan
 pemohon bahwa masyarakat Indonesia cenderung lebih

fius ketimbang sekuler dalam cara berpikir, termasuk cara

SO Perkaswinan Diteliti™, Dalam Jakaeta Post (5 Seprember 20141, hittp:s

s thejakartapost comnews 200409 05 marriage- law-under-serutiny.,
LY Oktober 20043 ;ﬂlhn.nuw Andhika, "Bhinncka sans tka: Tme To
Review the Marriage Law ™ Dalam Jeherta Post (28 September 20044
i oww v Beiakar apost.eom news: 2010 40028 b hinneka-sans-1ka-time-
1--' Ht' marriage-law heml, Diakses pada 10 Oktaber 2004

L
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mereka menerima perjanjian/akad perkawinan: dan jika
dibatalkan, semua perkawinan di Indonesia akan ~;-;Z:
landasan kesucian. la menantang balik para mahasiswa ini dengd
berkata, “Apa kalian menginginkan negara mengejawant
perkawinan hanya sebatas sebuah perjanjian sipil antarg seorif
laki-laki dun seorang perempuan?™™ Mengomentan pertanyid
pengadilan, seorang peserta dalam FGD di Yogyakarta mengataka
hahwa dalam pandangannya, apa vang dikatakan sebagai “lancisi
kesucran™ adalah hanya sebuah fenomena moderm, karena jaul
schelum agama-agama dumia diciptakan dan tersebar ke selun
penjury dunia, termasuk Indonesia, perkawinan sudah ada da
dilikukan dary satu generasi ke penerasi selanjurnya. didukung ati
tidak didukung oleh agama atau perjanjian sekuler,™

Penulis lan mengajukan tuntutan yange lebib radikal bubae
UL Perkawinan harus dihapuskan karena gagal mencerminka
kenyataan masyarakat Indonesia, yaitu masvarakat yang heterogen
dan multikultur: di luar fakta bahwa ia melanggar kebebasay
individu terhadap kepercayuan yang dijamin oleh UUD 1945
Penulis menunjukkan bahwa UL 1m mengerucut pada uit
persealan. Pertama, karena UU Perkawinan mensyaratkan

menjadi legal sebuah perkawinan harus dilaksanakan menui
hukum agama ataw ajaran agama, sementara Hdak semug agams
diakui di Indonesia, UL yang demikian akan mengecualikan atag
membuat tidak legal perkawinan dari tiga kelompok masyarakaty
mereka yang tidak menganut agama apapun, mereka yang
menganut agama vang lidak diakui negara, dan pasangan herbe da

agama. Kedua, UL Perkawinan melanggar kebebasan indovidy

% Ibid.

W Transki 1 dan pesertiy yvang eridentihkas) dalam FCD i 'r'i‘.l:_{],'ak:il‘lu.
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reayaan karena memaksa seseorang uptuk menyesuaikan
puah institusi agama; sementara pada keny ataannya keyakinan
g urusan pribadi dan sukarela. Karenanya, UL Perkawinan
firi bermasalah, ™

nintaan untuk yudisial review dari UL Perkawinan tahun
“segera saja mendapatl reaksi dani beberapa pemumpin
. Misalnya, Ketua DewanPengurus Nahdlatul Ulama
i, Slamet Effendi Yusuf dan Menteri Agama Lukman Hakim
in keberatan dengan revisi UL Perkawianan, Begi mereka,

ndukung review UL ini untuk mengakhin kontrol negara
kawinan, Dia mengatakan, “HBiarkan para pemimpin agama
emutuskan akan menerima atau melarang perkawinan
a. Negara harus berhenti mencampuri urusan m.” la
pyatakan bahwa institusi-institusi keagamaan seperti PGI
emberikan yvang terbaik untuk membanty umatnya dalam
an perkawinan, Oleh karena itu, persoalannya berada pada
tkum, !

ehl Arianto Kurniswan, “Rehgious Law and the Problematic Marrage
Dl Jerkarrtar Pt {26 Sepiember 200045 bg: fwww thejakartapost,
e s 20 1 40920/ re ligiows- Livw-and- problemene-marmage-law honl
s puda 10 Okrober 2004,

flierd Perdini, “Vuslim Leaders Oppose Inferfinth Ulnions” Dalam dakarte
g (6 September 20040 hirpedweww thepakartopsosa.comdnew s 20 L ORADG
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Dari Mengontrol Menjadi Menghormati Tubuh
dan Diri Perempuan

Sikap dan tanggapan masyarakat atas debal pada kesehitg
dan hak-hak reproduksi berhubungan erat dengan inmjill&ai-_.
pandangan mereka atas diri dan tubuh perempuan, Panda
sepertt i dapat didentilikas: dalam lunggupzm—l:mggupﬂn'
persoalan-persoalan permikahan yang dibahas di atas, Kebanyaki
peserta FGD yang laki-laki mewakili kelompok-kelompal
keagamaan di Indonesia memperlihatkan pandangan konsg 3":l
atas hiak-hak reproduksi dan kesehatan. Banyak peserta laki al
sepertinya menganggap keberadaan diri dan tubuh perempu
berfungsi sebagar eksistensi laki-laki. Sebaliknya, _*;".,:-
aktivis perempuan dan akademisi secara umum menawarks
cakrawala dan perspektif yang lebih luas dalam mem:md_
hak reproduksi dan keschatan; terutama dar kﬂﬁqiahtﬂ
keluarga, pembangunan negara vang lestari serta kebaikan kat
perempuan,

Perdebatan pada hak reproduks) dan kesehatan
ideologt dan relasi gender adalah hal baru di Indonesia. Sebel I
tahun 2000, kebanyakan pembicaraan 1su-isu ;::'.F'
dikembangkan dalam koridor Keluarga Berencana (KB
Sebagaimana dikatakan sebelumnya, program KB kebanyiki
menargetkan tubuh, organ reproduksi dan kapasitas perempui
untuk mengurangi jumlah kehamilan dengan memasukkan @
alat kontrasepsi. Hal in1 ditemukan dalam FGD di
dan Mataram: hanva peserta di Yogyakarta yang mengemukaka

pertanyaan kritis, yang mengaitkan isu-isu perempuan dengl

muslim- leaders -oppose- interfath-unions.html. Diakses pacas 10 Olkober 200




il asasi perempuan dan kekerasan. Semua alat kontrasepsi
? yang disinggung peserta banvak digunakan oleh
unitas mereka adalab vang bersifat hormonal (pil, implan
msuntikan) dan Intra-Uterine Device (IUD): kondom dan
ktomi jarang digunakan,

flan-temuan dalam FGD sesuai dengan sebuah artikel yang
lilat program KB desa selama rezim Suharto dengan fokus
L para relawan program, Dengan menggunakan data yang
impulkan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta dan
111997 sam pai tahun 1999, kapian ini menunjukkan bahwa para
1 KB desa memainkan peran penting dalam menvukseskan
Bl Indonesia. Sebagai contoh, sebelum tahun 1960an. angka
rata anak dalam keluarga adalsh enam, namun sekarang
: i tign. Lebih dact dun per tiga dan pasanean, Indonesin

Ihll‘l. . 3
2% penggunaan kondom (0.9%) dan sterilisasi laki-laki

1), Hasil ini dapat dikatakan sebagai akibat darl program
selama rezim Suhano, di mana relawan terutama permpuan

mggunakan metode kontrasepsi. di mana metode perempuan

yilkan para gurn dan istn pegawal negeri ) berkorban dengan

ayaran. Sejak program KB terdesentralisir pada 2004, para
J i lapangan pindah ke wilayah yang dibayar. Karenanya,
, awan KB desa ditingzal, dengan dukungan dan sumber
Lyang tidak cukup ™

¢ S
FEnskrip dari perserta vang ditdentiikast dalam FGD Yogyakarts.

Wi L setyani Litomao, Svalunida 5. Arsyad dan Eddy Nural Hasimi, =Vl
’If-.- _'_Fﬁtl‘iﬂ}l l"|ﬂ.1'|ni.1'|g Yirlurteers i Tmelonesie Ther Role in the f";1]|‘|||:r'
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[ari informasi di atas, seseorang dapat mengambil kesimg I
bahwa kebanyvakan orang menganpgap reproduksi sebagai iy
isu perempuan dan berkehendak mengurangi angka kehamila
Perempuan adalah pihak vang mengandung, oleh karena it ist
1su reproduksi merapakan persoalan perempuan; dan kauwm le al
tidak perlu mengambil bagian. Sedikit organisasi keagamaan e
gerakan perempuan yang berkontribusi dalam menyukseska

T

secara nasional program KB selama beberupa dekade. Retori
argumentasi dan narasi yang digunakan organisasi-organisasi
ternyata berbeda. Di antara argumentasi populer yang diny alake
organisasi-organisast Mushm adalah untuk mempersis kit
senerasi masa depan yang lebih baik dengan membatasi jumll
anak, namun mendorong kualitas. Namun, lagi-lagi, hang
perempuan yvang disasar dan diben tanggung jawah, sementas
Kaum laki-laki tampaknya tidak ada kaitannya dengan pe n:.:-l
reproduksi. Komisi Nasional (Kommnas) Perempuan di anfam
sedikit organisasi yang berperan aktil’ dalam mendoron
mekamsme legal untuk menangani kekerasan gender terabimg
terkait persoalan-persoalan reproduksi.

Studi-studi Komnas Perempuan terkait KB menunjukkan bahw
agama bertentangan serta mengontrol peraluran-peraturan ke =:--.._:.
an reproduksi dan KB di Indonesia. Persoalan dengan mekanisme
i, sebagaimana tercermin dalam sejumlah artikel. bahwa peratus
semacam ini akan memecah belah masyarakal, menjadi vang bend
dan melanggar hukum, serta merangkul beberapa kelompok i
mengucilkan yang lain. Sebagai contohnya, metode kontrasepsi da
aborsi merupakan hak pasangan menikah, sementara pelayanan

Planmmg.” Dnlam Kepreoductive Health Maners 14027 Human Resouress:
for Sexwal and Reproductive Health Care 1 Mel 20061 7382
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diakses oleh perempuan lajang karena seks di luar
diperbolehkan menurut nilai-nilai agama, Karena
reprodukst banyak berhubungan dengan kesehatan
perempuan daripada laki-laki, kaum perempuan merupakan
g paling dirugikan dengan peraturan-peraturan semacar
an yang demikian akan berujung pada perlindungan
agama daripada kebaikan bagi umat manusia. Mungkin
jadi ketegangan dalam perpolitikan Indonesia dan dalam
| an kebutuhan masyarakal Indonesia,
Untuk menyebarkan kesadaran seksual terhadap perempuan,
nas Perempuan telah melakukan kampanye untuk meng-
gkan kekerasan seksual melalui pertunjukan-pertunjukan
ehagai cara untuk menvampaikan pesan ini di enambelas
kampus di sepuluh kota di Banten dan Sumatra, Sebelum
ings Perempuan sudah menyelenggarakan Kampanye yang
pa di duabelas kota di Jawa dan Bali, Komnas Perempuan
atat bahwa tigapulub lima perempuan menjadi korban
an seksual setiap hari. Komnas Perempuan memlasilitas
1ah didlog dengan kementerian dan mstitusi negara juga
baga-lembaga swadaya masyarakat mengenal kekerasan
Jadap perempuan dengan orientasi seksual yang berbeda-beda,
titas gender dan ekspresi gender pada 30 April 2014, Dialog ini
Hibatkan beberapa tokoh seperti Direktur fenderal Kementerian

SBsmaul Khusnoueny, “Workshop on "Enfeecing the Law Throvgh the [in-
-:.IZI giertaticn o ar dtegrated Ceoenvaat Justvoe Systean on the Handhng ol
Soiises of Violence Aganst Women™ di Semarang.” Daliam Mews Canras
dppan (edist 13 Juni 20040 Lihat hopdfweww kommnasperempisin
eniwp-contentfupload s 200 HOBERITA-KP-EDISL- | 3 VERST-TN-
SASEPT 14, pdf, Diakses panda 7 Oktober 2014,

W8I0 Muesaroh, “Campaign on Sexval Violence in 10 Cities (Banten-Suma-
)" Galom MNews Comres Pevempuan tedis 13 Jumi 20004,

L



fH

Agitrma, Tehdel, din Idrntitas

Hukum dan HAM, dan Direktur Bina Keschatan Ihu g
Kementerian Kesehatan, Dalam menanggapi hal ini, Kementer
melihat hal ini sebagai hal yvang baru dan mengklaim bali
mereka belum pernah menerima keluhan apapun sebel
Kementerian Hukum dan HAM mencatat pentingnya pi soil
i, dan menyarankan kelompok ini dimasukkan dalam kateg
minoritas bersama dengan kaum perempuan, anak-anak dan q.j
urang penyandang cacat,™ |

Terlehih lagi. Komas Perempuan mengirimkan sebuah st
vang meminta Kementerian Kesehatan Indonesia menyediak
e layanan tes Deosyribe Nucleis Acd (BNA)Y secara pra

oi korban kekerasan maupun perkosaan. Menanggapi surat d
ri Komnas Perempuan, Dirjen Bing Upaya Kesehatan pada |
Februari 2014, mengkorfirmasi dukungan Kementerian Kege
hatan Indonesia bagi persoalan i melalui surat No.
VI/0746/2(14 bahwa rumah sakit di seluruh Indonesia akan m
miliki kewajiban untuk memfasilitasi tes DNA bagi korban ke
kerasan atau perkosaan.

Satu perseatlan penting vang didiskusikan dalam hak reproduk§
dan kesehatan adalah aborsi. Apakah aborsi diperbolehkan -:1'__
dalam kondisi seperti apa aborsi diperbolehkan, merupakan s J,
perdebatan publik, terutama di kalangan kelompok-kelompok
keagamaan. Fikih klasik Muslim melihal persoalan-persoula
aborsi dalam cara yang paling sederhana dibandingkan

gerepy Katolik, Agama memainkan peran penting dalam sikag

d6 Yubia Dwi Andrivanty, “Dialop with Ministrics and State Institutions on Ve
lence apnimst Women ol Diverse Secnul Orentation, Cender ]l,lr.'n{it'y
Ciender Expresston SCGTER LT Dhabann New s Comaas Pere ipran (edigi
[ 2014 :

e , " e,
17 legal Hreakihrouehs.” Dolam News Cpmaas Perempia (13 Jun 20048
e :
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Breka atas aborsi dan agama, juga merupakan faktor utama
' ir tangan dalam kebijakan pemerintah atas aborsi. Penyedia
layanan kesehatan menanggapi persoalan ini secara berbeda-
e, Secara umum mercka menganggap aborsi adalah dosa,
amun kebanyakan menolerir aborsi jika dilakukan sebelum
88 kehamilan seratus duapulub hari berdasar ajaran Islam.
aturan menstruasi tampaknya menjadi cara paling bisa diterima
it aborsi. Beberapa orang ingin melakukan aborsi karena
BN kegagalan KB, serta kesulitan ekonomi. Pada tahun 1991,
icangan Undang-Undang (RULT) aborsi tidak dapat dilanjutkan
Ena penolakan dart lingkaran agama. Misalnya, Keuskupan
Jakarta menyerukan hukuman pengucilan bagi anggota
ung melakukan aborsi. Uluma juga menyatakan keberatan mereka
fsegala bentuk aborsi kecuali bagi kasus untuk menyelamatkan
\ Lagi-lagi, agama menetapkan batasan pada hak-hak
wduksi perempuan (lihat Djohan et al. 1993),
“Antikel lain oleh Twu Dwisetyani menganalisis bagaimana
fetintah vagal menangani kesehatan reproduksi untuk remaja
donesia pada level kebijakan publik, Studi menunjukkan
I.';]i_agbijﬂkun sadt ini, jika dibandingkan dengan nilai-nilai
eenasional, nilai-nilai tradisional Indonesia dan fundamentalis-
Islam, telah memposisikan kesehatan reproduksi remaja
al risiko. Sebagai contohnya, UU No. 10/1992 melarang
yanan KB bagi anak-anak muda lajung. UU No,23/1992 pada
fataannyn melarang aborsi. Akibatnya, perempuan muda
g yang hurmid harus mendenta karena mendapatkan stigma
| komunitas keagamaan, keluarga dan masyarakat dan sering
it di pelavanan aborsi yang tidak aman (h.130). Artikel ini
Wediakan data yang baik pada seks di luar menikah dan aborsi
f :_in. Menurut statistik WHO, di Indonesia terdapat 2,3 juta
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aborsi setiap tahun dan studi juga menunjukkan bahwa angka seb

di luar nikah cukup tinggi di berbagai tempat seperti Medan (308

reproduksi tidak dimasukkan dalam pendidikan wajib di 1-5':.
sckolah. Penting adanya bagi pemerintah Indonesian unl
menangani persoalan in1 dengan jujur, bukan malah mengabaik

atau menekannya, ™

Kepemimpinan Kaum Perempuan dalam
Institusi-Institusi Keagamaan

Selama berabad-abad, kebanyakan kepemimpinan form
dari institusi-institusi keagamaan berada di tangan kaum lak
laki, Praktik yang demikian diduga datang dan ajaran-ajam
agama secara langsung vang juga didukung oleh tradisi
dalam herbagai komunitas, Agama dan tradisi lokal terjalin dd
saling menguatkan dalam menjadikan patriarki tak tertanding
Gerakan-gerakan sostal pada hak asasi manusia dan feminisy
memberikan jalan bagt baik kaum perempuan maupun Iaki*‘l
untuk mempertanyakan prakiik kepemimpinan kaum laki-lab
vang sudah berjalan berabad-abad dalam komunitas-komunid

keagamaan.

hari dari semua kelompok keagamaan dijalankan, diatur, dag
kebanyukan dihadini oleh kaum perempuan, Dalam komunitas

48 Litomo, Dwo Dwisetvani and MeDonald, Peter, “Adolescent Reprodisclisg
Health in Indomesia; Contested Values and Policy Inaction.” Dalim S
i Farly Plarnine QN2 June 2008 33 |46
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smunitas Muslim, misalnya, semua kelompok pengajian,
Jitihan-pelatihan ekonomi mikro, kumpuolan para manula, balita
i aktivitas-aktivitas sosial yang sejenis lainnya dikerjakan oleh
1 perempuan. Dalam hal ini. kaum perempuan menjalankan
kpasaan informal mereka untuk mempengaruhi kegiatan sehari-
, '~ bagai warga negari yang rehgius, Seorang akademisi
ilolik mencatat bahwa komunitas-komunitas Muslim melakukan
dikwah-dakwah formal keagamaan oleh para ulama laki-laki
ganya bias gender dan mendiskrimmast kaum perempuan,
gmun dalam kenyataannya, kaum Muslimah memiliki kekuasaan
lam mempengaruhi masyarakat. Situasi dalam komunitas
polik jusiru sebaliknya, doktrin-dokirin Katolik tampaknyy
i rmah perempuan, sementara dalam kehidupan sehari-hart,
; . “bagi partisipasi dan kontrol kaum perempuan justru lebib
adi kedua komunitas acama dapat saling belajar dan saling
dukung satu sama lainnyya untuk mencapai doktrin-dokirin dan
ktik-prakiik yang ramah gender."

st Muslimah dalam FGD juga mempertanyakan apakah
gptimpinan sehenarnya tersegmentast dan tidak universal, itu
' bisa saja laki-laki mengungguli dan memimpin di beberapa
fing kehidupan dan perempuan juga memiliki kapasitas yang
il baik di bidang lainnya dan kemudian menjadi pemimpin.
yakan Muoslimin melihat kepemimpinan dalam hal
r formal organisasi dalam ruang publik, misalnya dalam
gimpin doa bersama dan perayaan-perayaan, struktur-strukiur
B institusi-institusi keagamaan, berdakwah di masjid dan
humpulan massa, dan lain-lain. Hanya sedikit perempuan yang
Bt akses pada posisi-posisi ini yang biasanya dikuasal kaum

demitsi Katolik vanz teridennfikas di antaras peserin FGI.

Bl
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lelaki. Namun, lebih hanyak perempuan yang mengekspresike
bahwa bidang-bidang itu tidak mereka butuhkan untuk dig
berkontribust dan mempengaruhi keluarga dan komunitas, 4
paling penting bagi mereka adalah ide-ide atan tuntutan
tipenubi di luar posisi mereka dalam struktur formal :-_:_‘:-

organisas:.™

Kesimpulan

Eksplorasi kami pada tanggapan dan penilaian publik
kehijakan-kebijakan negara atas perkawinan dan hak-hak, sef
Isu-15u reproduksi telah mengungkapkan berbagai respo
Pada umumnya, ranggapan-tanggapan mereka dipengaruhi ol
imajinasi dan defintst mereka untuk menjadi sebuah keluag
yang baik. warga negara vang baik. laki-laki dan perempua
yang haik, Jelasnya, munculnya kelompok-kelompok pro dag
hontra atas revisi UL Perkawinan, membangkitikan: Mereka ying

mendukung revisi UL Perkawinan berpendapat bahwi aturan iy

h

sudah ketinggalan zaman, dan tdak lagi sejalan dengan ke ii
saat ini di Indonesia vang demokratis, multikulur dan muliagamg
Aturan ini juga melanggar UUD 1945 dan beberapa produl
hukum lainnya seperti UL Perlindungan Anak dan Kesehatan seria
CEDAW. Mereka yang membela UL Perkawinan mt‘.ugcmhaul

argumentasi mercka untuk menjaga nilai kesucian sebuah instibusg
perkawinan sebagaimana ditentukan oleh kebanyakan agama yang
hidup di Indonesia.

Di samping itw, apa yang telah dituangkan dalam UL Perkawinag
berasal dant likih Islam, dan karena ito tidak perlu direvisi. Pendekal ::"-

S Transkop Jdan perserta vimg weodent ikass dalam FOGD
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yang diambil oleh kelompok pembela stares quo perlu
lehih lanjut untuk melacak kembali bagaimana konstruksi
getahuan semacam itu ditanamkan di kepala manusia Indonesia.
GD di tiga kota meninggalkan jejuk khas yang dapat digunakan
_:5:;-—-- pandangan populer dan mempromaosikan
' fan yang diambil. Para peserta FGD di Yogyakarta
an pertanvaan vang lebih kritis pada semua persoalan
kumkam sementara banyak peserta di Banjarmasin dan
aram terlihat lebih suka memelihara UU dan prakiik-praktik
erkawinan, hak-hak reproduksi dan kesehatan. Argumen-
ter yang tak berkesinambungan dengan menggunakan
adan simbol-simbol keagamaan cukup kentara. Ketiga FGD
porkshop nasional telah menjadi arena untuk mendiskusikan
I penelitian dan memajukan penelitian interdisipliner, karena
peserta datang dari berbagai bidang studi dan keahlian yang
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